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Abstrak  : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 huruf g Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU 

Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengelola barang 

inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Buleleng ini adalah Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5246), Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767), Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109), Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4738), Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533), Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa 

Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

perubahan keempat dengan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 5), Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara 

dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

: 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 341), Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588), Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik 

Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 

Anggaran 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 



 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun  2008, 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 

tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1286). 

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku saat ditetapkan tanggal 

02 Januari 2024 

 

 


